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ABSTRAK

Disertasi ini berjudul "Hakikat Lembaga Kuasa Dalam Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan”. Judul tersebut diangkat
karena SKMHT sebagaimana diatur dalam UUHT adalah surat kuasa
yang unik dan memiliki pengaturan yang berbeda dari surat kuasa pada
umumnya sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. SKMHT harus
dibuat oleh debitur kepada kreditur di hadapan Notaris atau PPAT.
Perbedaan dan kekhususan SKMHT dari surat kuasa pada umumnya
adalah titik fokus dalam disertasi ini.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah diatur, yaitu (1).
Apa ratio legis dari Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
(SKMHT) tergolong sebagai kuasa khusus yang tidak boleh
disubstitusikan. (2) Apa dasar filosofis pemberian kuasa dalam Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tidak dapat ditarik
kembali oleh si pemberi kuasa.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan
pendekatan statuta dan pendekatan konseptual, serta pendekatan
filosofis. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan sumber tersier. Semua
bahan hukum dikumpulkan melalui studi literatur dan diproses dengan
Klarifikasi. Materi hukum kemudian dianalisis menggunakan metode
preskriptif dengan metode deduktif.

Hasil dari pembahasan penelitian ini adalah (1) Ratio legis Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tergolong sebagai
kuasa khusus yang tidak boleh disubstitusikan yaitu untuk melindungi
kepentingan hukum kreditur itu sendiri, dimana SKMHT hanya dibuat
oleh debitur selaku pemberi kuasa kepada kreditur selaku penerima
hanya khusus untuk pembuatan APHT dengan kreditur sendiri di
hadapan Notaris/ PPAT, selain itu untuk memberikan perlindungan
terhadap kreditur utama yaitu kreditur preferen supaya tidak kehilangan
hak dan kedudukannya dari pada kreditur lainnya yaitu kreditur
konkuren dan separatis. (2) Dasar filosofis pemberian kuasa dalam
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tidak dapat
ditarik kembali oleh si pemberi kuasa adalah untuk memberikan
perlindungan hukum penuh kepada kreditur, dan selain itu alasan yang
mendasari adalah prinsip hukum perjanjian berupa asas kebebasan
kontrak, asas konsensualisme, dan asas pacta sunt servada sehingga
hanya ada satu pilihan yaitu take it or leave it.



Saran dari penelitian adalah (1) (SKMHT) tergolong sebagai
kuasa khusus yang tidak boleh disubstitusikan harus diatur lebih tegas
oleh pemerintah dalam peraturan khusus yang mengatur SKMHT
didalam UUHT itu sendiri. (2) Pemerintah wajib memberikan sanksi
adanya akibat hukum yang jelas khususnya dalam UUHT itu sendiri
jika SKMHT ditarik kembali oleh si pemberi kuasa.

Kata kunci : SKMHT, Substitusi, Penarikan



ABSTRACT

This dissertation is entitled "The Nature of a Power of
Attorney in a Power of Attorney Imposing Mortgage Rights". The title
was appointed because SKMHT as stipulated in the UUHT is a unique
power of attorney and has a different arrangement from the power of
attorney in general as stipulated in the Civil Code. SKMHT must be
made by the debtor to the creditor in the presence of a Notary or PPAT.
The difference and specificity of SKMHT from the power of attorney in
general are the focal point in this dissertation.

Based on the description above, the formulation of the
problem is regulated, namely (1). What is the legis ratio of the Power
of Attorney Imposing Mortgage (SKMHT) classified as a special power
that may not be substituted.(2) What is the philosophical basis for
granting power of attorney in the Power of Attorney Imposing
Mortgage Rights (SKMHT) cannot be withdrawn by the authorizer.

This type of research is normative juridical, using statutory
and conceptual approaches, as well as philosophical approaches.
While the legal materials used are primary legal materials, secondary
legal materials, and tertiary sources. All legal materials are collected
through literature studies and processed with clarification. Legal
material is then analyzed using the prescriptive method with the
deductive method.

The results of this research discussion are (1) Legacy Ratio of
Power of Attorney Imposing Underwriting Rights (SKMHT) is
classified as a special power that must not be substituted, namely to
protect the legal interests of the creditor itself, where SKMHT is only
made by the debtor as the giver to the creditor as the recipient only
specifically for the making of APHT with its own creditor in the
presence of a Notary / PPAT, in addition to providing protection for the
main creditor that is the preferred creditor so as not to lose his rights
and position from other creditors namely concurrent and separatist
creditors. (2) The philosophical basis of the granting of power of
attorney in the Power of Attorney Imposing Mortgage (SKMHT)
irrevocably by the authorizer is to provide full legal protection to
creditors, and besides the underlying reason is the legal principle of
the agreement in the form of the principle of contract freedom, the
principle of consensualism , and the principle of pacta sunt servada, so
that there is only one choice, namely take it or leave it.
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Suggestions from the study are (1) SKMHT classified as
special powers that must not be substituted must be regulated more
strictly by the government in special regulations governing SKMHT
within the UUHT itself. (2)The government is obliged to impose
sanctions due to clear legal consequences especially in the UUHT itself
if the SKMHT is withdrawn by the authorizer.

Keywords : SKMHT, Substitution, Withdrawal
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RINGKASAN

SKMHT sejatinya merupakan pengaturan kuasa dalam
pembuatan APHT yang dilakukan oleh debitur ketika akan menghadap
Notaris atau PPAT, untuk diteruskan menjadi Setipikat Hak
Tanggungan. Jika ditarik mundur ke belakang, maka hal ini adalah
murni permasalahan dalam hak tanggungan. Hak Tanggungan adalah
pemberian jaminan berupa benda tidak bergerak berupa tanah terhadap
suatu kredit oleh debitur kepada kreditur. Kesepakatan peletakan
jaminan tersebut harus dibuat dalam bentuk akta yaitu APHT yang
dibuat oleh debitur dan kreditur di hadapan Notaris atau PPAT. Bahwa
dalam membuat APHT di hadapan Notaris atau PPAT tersebut, maka
debitur dapat memberikan kuasa kepada kreditur. Pemberian kuasa
tersebut diberikan dalam bentuk SKMHT.

SKMHT tersebut jika merujuk pada ketentuan Pasal 15 UUHT
memiliki Kkarakteristik yang berbeda dengan pengaturan kuasa
sebagaimana diatur dalam KUHPdt. Diantara perbedaan tersebut adalah
tidak dapat disubstitusikan dan ditarik kembali. Hal ini tentu
merupakan yang penting untuk dibahas, terutama terkait dengan
kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a. Teori tujuan hukum

1. Teori Keadilan

2. Teori Kemanfaatan Hukum

3. Teori Kepastian Hukum

Teori perlindungan hukum

Teori pembentukan peraturan perundang-undangan

Teori kewenangan

Teori jaminan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mengaitkan
pada teori dan konsep yang ada, maka dihasilkan kesimpuan atas
pembahasan sebagai berikut:

1. Ratio legis Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)
tergolong sebagai kuasa khusus yang tidak boleh disubstitusikan
yaitu untuk melindungi kepentingan hukum kreditur itu sendiri,
dimana SKMHT hanya dibuat oleh debitur selaku pemberi kuasa
kepada kreditur selaku penerima hanya khusus untuk pembuatan
APHT dengan kreditur sendiri di hadapan Notaris/ PPAT, terhadap

® 00T
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barang jaminan milik debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
juncto Pasal 15 UUHT, dan selain itu untuk memberikan
perlindungan terhadap kreditur utama yaitu kreditur preferen supaya
tidak kehilangan hak dan kedudukannya dari pada kreditur lainnya
yaitu kreditur konkuren dan separatis, karena akan berlaku
sebaliknya jika SKMHT yang telah diberikan oleh debitur kepada
kreditur sampai disubstitusikan kembali oleh kreditur kepada pihak
ketiga atau pihak lainnya, maka kreditur tersebut menjadi kehilangan
hak dan kedudukannya sebagai kreditur preferen. SKMHT adalah
kuasa khusus yang hanya bisa dikuasai oleh penerima kuasa
langsung karena hanya terkait dengan kuasa pembuatan Akte
Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dengan Kreditur di hadapan
Notaris/ PPAT. Dengan demikian, urgensi SKMHT merupakan
instrumen sangat penting dalam hal melakukan perbuatan hukum
khususnya dalam pembuatan APHT bilamana agunan debitur yang
akan dijaminkan belum terdaftar maupun yang sudah terdaftar guna
pemberian kredit yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur
setelah dibuatnya perjanjian pokok kredit, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 juncto Pasal 15 UUHT. Sehingga SKMHT
merupakan perbuatan hukum yang mengandung implikasi hukum
yaitu hak dan kewajiban yang dilakukan oleh subjek hukum.

. Dasar filosofis pemberian kuasa dalam Surat Kuasa Membebankan
Hak Tanggungan (SKMHT) tidak dapat ditarik kembali oleh si
pemberi kuasa adalah untuk memberikan perlindungan hukum
penuh kepada kreditur, yang didasarkan perjanjian obligator dalam
pembuatan kuasa yang bersifat menuntut dan mengikat. Meskipun
terdapat Permendagri Nomor 14 Tahun 1982 yang melarang adanya
kuasa mutlak, namun kuasa mutlak adalah bentuk yang paling baik
bagi SKMHT untuk memberikan perlindungan bagi kreditur. Hal ini
karena jika debitur sudah memberikan SKMHT kepada penerima
kuasa kemudian sudah digunakan untuk membuat APHT di hadapan
Notaris/ PPAT dengan kreditur, ternyata kemudian hari dicabut atau
ditarik, maka akan berakibat terhadap keberadaan/ keberlakuan
APHT itu sendiri, karena dengan dicabutnya SKMHT tersebut maka
kreditur tidak akan bisa membuat APHT bahkan juga tidak bisa
meneruskannya menjadi sertipikat hak tanggungan guna mengikat
agunan milik debitur, dan hal ini akan menimbulkan kerugian
kepada kreditur kaitannya dengan sebagian kredit yang dicairkan
kepada debitur pada saat diprosesnya agunan milik debitur dari
APHT menjadi sertipikat hak tanggungan, dan selain itu alasan yang
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mendasari pemberian kuasa dalam Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan (SKMHT) tidak dapat ditarik kembali oleh si pemberi
kuasa adalah prinsip hukum perjanjian berupa asas kebebasan
kontrak, asas konsensualisme, dan asas pacta sunt servada, sehingga
hanya ada satu pilihan yaitu take it or leave it, selain itu SKMHT
bersifat mutlak sebagaimana diamanatkan Pasal 15 UUHT yang
bersifat lex specialis derogat legi generali.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa hal yang perlu
direkomendasikan terkait dengan kuasa khusus berbentuk SKMHT,
sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)
tergolong sebagai kuasa khusus yang tidak boleh disubstitusikan
harus diatur lebih tegas oleh pemerintah dalam peraturan khusus
yang mengatur SKMHT didalam UUHT sendiri. Hal ini supaya
dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya
kreditur maupun debitur, serta ketentuan tersebut dapat dipahami
dan tidak lagi dibenturkan antara ketentuan surat kuasa dalam
KUHPdt, Permendagri Nomor 14 Tahun 1982 maupun Pasal 15
UUHT sendiri.

2. Pemberian kuasa dalam Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan (SKMHT) tidak dapat ditarik kembali oleh si
pemberi kuasa telah mampu  memberikan keadilan bagi
masyarakat khususnya kreditur maupun debitur, dengan
menciptakan kepastian hukum terkait para pihak dalam perikatan
dan jaminan yang dilakukan. Pemerintah wajib memberikan
sanksi adanya akibat hukum yang jelas yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan khususnya dalam UUHT sendiri,
jika pemberian kuasa dalam Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan (SKMHT) ditarik kembali oleh si pemberi kuasa.
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